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Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Sry 

PENETAPAN 

Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Sry 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA 

 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah 

menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah 

yang diajukan oleh: 

1. SAPARI BIN SULAM, tempat dan tanggal lahir Sui Ambangah, 04 

April 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru 

swasta, bertempat tinggal di Dusun Martapura, RT. 001, RW. 

013, Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten 

Kubu Raya;  

Pemohon I; 

2. MAHRIYEH BINTI MARIDIN, tempat tanggal lahir Martapura, 11 

Januari 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan 

SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal 

di Dusun Martapura, RT. 001, RW. 013, Desa Mekar Sari, 

Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;  

Pemohon II; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2023 

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 

239/Pdt.P/2023/PA.Sry, tanggal 27 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1.  Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara 

agama Islam pada tanggal 02 Februari 2001 di rumah orang tua Pemohon II, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Sry 

Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai 

wali nikah Pemohon II Bapak Maridin selaku ayah kandung Pemohon II, dan 

disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Achmad Syukur. 

dan A. Syahuri F, didepan penghulu Nikah bernama Bapak Ustad Zuhdi MZ, 

dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar 

tunai;  

2.  Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus Perjaka (belum menikah) 

dan Pemohon II berstatus gadis (belum menikah); 

3.  Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di kediaman 

milik Pemohon II di Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten 

Kubu Raya, dari bulan Februari 2001 sampai dengan bulan Desember tahun 

2009, setelah pindah ke rumah sendiri sejak tahun 2010 hingga sekarang; 

4.  Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup 

dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap 

beragama islam sampai sekarang; 

5.  Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan 

baik sebagaimana layak suami dan istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang 

anak;  

5.1.  Nor Patima, lahir di Martapura, tanggal 4 Desember 2003; 

5.2. Anwar Sadad, lahir di Martapura, tanggal 31 Juli 2008; 

5.3. Siti Nafisa, lahir di Kubu Raya, tanggal 20 September 2016;  

6.  Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, 

baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan 

atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

7.  Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak 

pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan 

tersebut; 

8.  Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak didaftarkan dan dicatatkan 

di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dikarenakan Pemohon I dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Sry 

Pemohon II tidak paham mengenai pentingnya pendaftaran dan pencatatan 

di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; 

9.  Bahwa, untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang 

Perkawinan dan untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran anak, maka 

Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan 

pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II agar dicatatkan di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya; 

10.  Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang 

timbul akibat perkara ini;  

 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Hakim yang memeriksa 

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :  

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;  

2.  Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (SAPARI BIN SULAM) 

dengan Pemohon II (MAHRIYEH BINTI MARIDIN) yang dilaksanakan pada 

tanggal 02 Februari 2001 di Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, 

Kabupaten Kubu Raya;  

3.  Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya 

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu 

Raya; 

4.  Membebankan biaya perkara menurut hukum;  

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;  

  

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir 

di persidangan; 

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para 

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Sry 

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan 

bukti-bukti berupa: 

A. Surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 

6112010404800017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap 

pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi 

tanda P.1; 

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 

6112015101860007, yang dikeluarkan tanggal 22 Juli 2012 oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah 

bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkkan dan sesuai 

dengan aslinya, diberi tanda P.2; 

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112010504100099, yang dikeluarkan 

tanggal 4 Agustus 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), 

telah dicocokkkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3; 

4. Surat Keterangan Nikah Nomor 474.2/65/Kepsel, yang dikeluarkan 

tanggal 25 Juli 2023 oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai 

Raya, telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegellen), diberi tanda 

P.4; 

B. Saksi: 

1. Achmad Syukur bin Sulaiman, umur 45 tahun, agama Islam, 

pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di 

Dusun Martapura Rt.001 Rw.013 Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai 

Raya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai 

tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut 

: 

− Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II; 

− Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Sry 

− Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah 

secara Islam pada tahun 2001 di rumah Pemohon II di Desa 

Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya; 

− Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II 

melangsungkan pernikahan; 

− Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama 

Bapak Maridin, ijab diwakili oleh tokoh agama setempat bernama 

Ustadz Zuhdi MZ dan kabul dilakukan oleh Pemohon I; 

− Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan 

akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga 

Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah 

adalah saksi sendiri dan A. Syahuri F. dengan mahar berupa uang 

dibayar tunai; 

− Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan 

Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam 

pinangan orang lain; 

− Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, 

hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain 

yang mengharamkan melangsungkan akad nikah; 

− Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan 

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; 

− Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan 

Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi 

dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam 

(murtad); 

− Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang 

anak; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Sry 

− Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II 

belum didaftarkan ke KUA karena para Pemohon tidak mengerti 

tentang pentingnya melakukan pernikahan tercatat; 

− Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah 

adalah untuk penerbitan buku nikah; 

2. A. Syahuri F bin Sulaiman, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan 

SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Madani 

Rt.001 Rw.009 Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten 

Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai tetangga, di bawah 

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : 

− Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II; 

− Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri; 

− Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah 

secara Islam pada tahun 2001 di rumah Pemohon II di Desa 

Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya; 

− Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II 

melangsungkan pernikahan; 

− Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama 

Bapak Maridin, ijab diwakili oleh tokoh agama setempat bernama 

Ustadz Zuhdi MZ dan kabul dilakukan oleh Pemohon I; 

− Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan 

akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga 

Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah 

adalah Achmad Syukur dan saksi sendiri dengan mahar berupa 

uang dibayar tunai; 

− Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan 

Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam 

pinangan orang lain; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Sry 

− Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, 

hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain 

yang mengharamkan melangsungkan akad nikah; 

− Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan 

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; 

− Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan 

Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi 

dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam 

(murtad); 

− Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang 

anak; 

− Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II 

belum didaftarkan ke KUA karena para Pemohon tidak mengerti 

pentingnya menikah secara tercatat; 

− Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah 

adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah; 

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya 

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat 

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon 

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas 

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada 2 

Februari 2001 dengan wali nikah ayah kandung, ijab diwakili oleh tokoh 

agama setempat bernama Ustadz Zuhdi MZ dan kabul dilakukan oleh 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Sry 

Pemohon I serta 2 orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar 

Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai; 

2. Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan 

Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk 

menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam 

maupun peraturan perundang-undangan;  

3. Bahwa, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang 

keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut; 

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah 

mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: 

Achmad Syukur, A. Syahuri F bin Sulaiman; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 

(Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) dan P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi 

syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto 

Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon masing-masing 

beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya 

serta Pemohon I adalah Kepala Keluarga; 

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keterangan Menikah dari Desa) 

sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal. 

Secara materiil, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah 

yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan 

Agama sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu alat bukti a quo 

dipertimbangkan sebagai bukti permulaan tentang adanya pernikahan antara 

Pemohon I dengan Pemohon II; 

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil 

sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, 

sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara 

Islam pada 2 Februari 2001 dengan wali nikah ayah kandung, ijab diwakili oleh 

tokoh agama setempat bernama Ustadz Zuhdi MZ dan kabul dilakukan oleh 
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Pemohon I serta 2 orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,- 

(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus 

perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada 

halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan 

hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan dan hingga saat ini 

keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat 

pernikahan tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan 

fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara Islam yang 

dilangsungkan pada 2 Februari 2001 di Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai 

Raya; 

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, 

semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan 

melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang 

menjadi wali adalah ayah kandung, ijab diwakili oleh tokoh agama setempat 

bernama Ustadz Zuhdi MZ dan kabul dilakukan oleh Pemohon I. Pernikahan 

Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga 

Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah 

Achmad Syukur dan A. Syahuri F. dengan mahar berupa uang sebesar 

Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai; 

3. Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak 

pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak 

pernah keluar dari agama Islam (murtad); 

4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan 

Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; 

5. Bahwa alasan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk bukti 

pernikahan yang sah; 

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim 

mempertimbangkan sebagai berikut: 
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Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi 

pertimbangan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon 

II pada 2 Februari 2001 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan 

Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa Pemohon II pada saat akad nikah belum memenuhi 

syarat batas usia perkawinan yang pada dasarnya merupakan indikasi 

kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak 

dan kewajiban dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur 

tersebut bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan 

bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan 

hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang 

tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa 

yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf 

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh 

tanggungjawab. Oleh karena itu Pemohon II bisa dikategorikan telah mukallaf 

karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak 

dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab; 

Menimbang, bahwa Pemohon II pada saat mengajukan perkara a quo 

telah hidup sebagai istri Pemohon I selama 22 tahun dan telah memiliki 3 orang 

anak, sehingga Pemohon II dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban 

sebagai seorang istri sekaligus ibu dengan baik dan penuh tanggungjawab; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di atas  

Hakim berpendapat bahwa walaupun pada saat akad nikah, Pemohon II belum 

berusia 16 tahun, akan tetapi dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan 

hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Sry 

sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur 

perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan pada saat 

Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yakni Pasal 7 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli 

fiqih Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 sebagai berikut: 

 

Artinya: “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh 

dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan 

itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”. 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka petitum 

angka 2 (dua) dikabulkan. 

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim 

memberi pertimbangan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang 

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan 

untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, 

maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
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tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon; 

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini. 

MENETAPKAN: 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SAPARI BIN 

SULAM) dengan Pemohon II (MAHRIYEH BINTI MARIDIN) yang telah 

dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2001 di Desa Mekar Sari Kecamatan 

Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya; 

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatakan perkawinannya 

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya; 

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);   

 

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada 

hari Selasa tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 

Muharram 1445 Hijriah oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Hakim, diucapkan 

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan 

Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh 

para Pemohon. 

 
Panitera Pengganti, 

Ttd. 

 

Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H. 

Hakim, 

Ttd. 

 

Soffatul Fuadiyyah, S.H. 
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Perincian biaya : 

1. Pendaftaran Rp 30.000,00 

2. Proses Rp  75.000,00 

3. Panggilan Rp 0,00 

4. PNBP Rp  20.000,00 

5. Redaksi Rp  10.000,00 

6. Meterai Rp  10.000,00 

Jumlah Rp 145.000,00  

(seratus empat puluh lima ribu rupiah) 
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